
- 1 - 
 

 

 

 

                           

 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2019 - 2023  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, 
bersih dan berwibawa serta memperbaiki citra dan 
meningkatkan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2019-2023; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia; 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4648); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
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15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi 
pada Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2019-2023.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Otonom. 

4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang 

selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah peta jalan atau penunjuk 
arah dalam upaya perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 
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BAB   II 

MAKSUD DAN TUJUAN  
 

Pasal 2 

 
Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2019-2023. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi adalah agar pelaksanaan 

reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berjalan 
lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional. 
 

 

BAB   III 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  

 
Pasal   4 

 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 5 

 
Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2019-2023 terdiri dari  : 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

BAB  I  PENDAHULUAN 

BAB  II  KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI 
BIROKRASI. 

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi 

B. Kondisi saat ini dan Permasalahan yang dihadapi 

C. Langkah-langkah Pembenahan yang dilakukan 

D. Kriteria Keberhasilan 

E. Agenda Prioritas 

F. Rencana Aksi dan Quick Wins 

G. Waktu Pelaksanaan, Tahapan Kerja, Penanggungjawab, Program dan 

Kegiatan 

H. Rencana Anggaran 

BAB III  PENUTUP  

LAMPIRAN 
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BAB  IV 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal   6 
 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
 

 
BAB   V 

KETENTUAN 

 
Pasal    7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 
 

 
 

     Ditetapkan di   Kandangan 
     pada tanggal  1 Maret 2019 
           

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

 
                         TTD 

ACHMAD FIKRY 
 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal  1 Maret 2019 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH   

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

                         TTD 

      HUBRIANSYAH 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2019 NOMOR 8 


